
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR""TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 
TAHUN 2020 TENTANG PENGASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pcnyempumaan pelaksanaan 
dalam rangka peningkatan Kesejahtcraan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kcpala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi yang di emban, maka Peraturan Bupati 
Nomor 7 Tahun 2020 tcntang Pcngahasilan Tetap 
dan 1'unjangan Kepala Dcsa, Perangkat Desa clan 
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di 
Kabupaten Mempa,vah perlu dilakukan penyesuain; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Mempawah tentang pcrubahan atas Peraturan 
Bupati Mernpawah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan Tunjangan Sadan 
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mempawah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun t 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rentang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnng 
Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang-undangnn 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah diubah 
dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembamn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana tclah diubah 
dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcrncrintahan Dacrah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5556) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di ?rovinsi Kalimantan Barat 
{l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 
Dcsa (Belita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091 ); 

9. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 2036) 
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 I 8 (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 tcntang Baclan Permusyawamtan Dcsa 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor89J; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor61 IJ; 

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sadan 
Permusyawaratan Des.a (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempa,vah Tahun 2018 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGASILAN TETAP 
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN 
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI 
KABUPATEN MEMPAWAH. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 ayat (4} Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, 
Perangkat Dcsa dan Tunjangan Badan Permusya,varatan Desa di 
Kabupaten Mempa,vah, diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi 
sebagai beriku t: 

Pasal 8 

(1) Selain mendapatkan Tunjangan Penghasilan, Kepala Desa dan 
Perangkat Desa juga mendapalakan Tunjangan Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan; 

(2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diberikan 
dalam bentuk asuransi kesehatan melalui Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKNJ; 

(3) Juran Jaminan Kcsehatan KepaJa Desa dan Perangkat Desa 
sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap 

(4) Juran Jaminan Kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (3) dibayar 
dengan ketentuan sebagaimana berikut: 
a. 4°10 (empat perscn) dibayar dari APBD Kabupaten Mempa,vah; 
b. 1°10 (satu persen) dibayar oleh peserta. 

(5) Tunjangan Ketenagakerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibcrikan dalam bentuk asuransi ketenagakerjaan melalui Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

(6) Besaran Juran Jaminan Sosial Kctenagakerjaan adalah 6,24% (enam 
koma dua puluh empat pcrscn) dari penghasilan tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: 



a. Juran Jaminan Kecelakan Kerja sehesar 0,24o/o (nol koma dua 
puluh empat persen); 

b. luran Jaminan Kematian sebesar 0,30 °/o (nol koma tiga puluh 
persen); 

c. luran Jaminan Hari Tua scbcsar 5,7°/o (lima koma tujuh pcrscn); 

(7) Pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebakan 
kcpada peserta 2°/o (dua persen) dan dibebakan pada APBDes 
sebesar 4,24°/o (cmpat korna dua puluh cmpat persen). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcncmpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Mempawah. 

Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal 14 · -'! - 202 j t 1lUPA I EMPAWAH, � 
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